
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 31 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menirnbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun Anggaran 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 

b. bahwa memperhatikan Persetujuan Bersama Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 900/1170/BPKAD/2017 dan Nomor 9/DPRD/2017 
'tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
dalarn huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 

: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 · Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah bebarapa kali terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540), terakhir diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 
2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
125); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 197); 

111111111 



'--....---' 

-5-

30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas 
Pera tu.ran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Palangk.a Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor4); 

31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19); 

32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 
Raya Tahun 2016 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2017 Nomor 14). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu.ran Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. 

s. Walikota adalah Walikota adalah Walikota Palangka Raya. I 
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6. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

14. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan 
belanja Daerah. 

15. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan 
belanja Daerah. 

16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah. 

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi cta14 satu 
tahun anggaran. T 
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22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
se~rti bunga, divide~, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya 
sehmgga dapat menmgkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

BAB II 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 terdiri 
atas: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 

- Pendapatan Pajak Daerah 
- Hasil RetribusiDaerah 
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di 

Pisahkan 
-La.in-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

b. Dana Perimbangan 
- Dana Transfer Umum 
- Dana Transfer Kuhus 
-Dana Insentif Daerah (DID) 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
- Pendapatan Hi bah 
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Lainnya 
- Kekurangan Penyaluran Dana OAK Tahun 

Sebelumnya 
2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Bunga 
- Belanja Hibah 
- Belanja Bantuan Sosial 
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
- Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
- Belanja Pegawai 
- Belanja Barang dan Jasa 
- Belanja Modal 

Surplus/ (Defisit) 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

- Pembentukan Dana Cadangan 

Rp. 1.202.983.055.518,61 
Rp. 194.035.762.591,53 
Rp. 94.335.450.559,00 
Rp. 14.706.592.415,98 
Rp. 2.500.000.000,00 

Rp. 82.493.719.616,55 
Rp. 882.260.364.714,00 
Rp. 702.642.284.714,00 
Rp. 135.472.963.000,00 
Rp. 44.145.117.000,00 
Rp. 126.686.928.213,08 
Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 110.401.317.213,08 

Rp. 150.000.000,00 

Rp. 14.135.611.000,00 

Rp. 1.215.409.820.269,76 
Rp. 559.385.428.088,00 
Rp. 505.882.852.488, 19 
Rp. 1.5~0.000.000,00 
Rp. 39.100.548.855,68 
Rp. 7.632.982.000,00 
Rp. 1.249.044.744,13 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

4.000.000.000,00 
656.024.392.181.76 

77 .870.257 .607,49 
293.465.219.000,26 

284.688.915.574,01 
(12.426.764.751,15) 

12.426.764.751,15 
34.226.764.751, 15 

34.226.764.751,15 

21.800.000.000,00 
10.000.000.0r,oo 
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- Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah 
Daerah 

- Pembayaran Pokok Utang 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

9.800.000.000,00 

2.000.000.000,00 
12.426.764.751,15 

0,00 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA­
SOPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal 16 Oktober 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2017 NOMOR 31. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
p a tanggal 16 Oktober 2017 

W IKOTA PALANGKA YA, 

~~ 

H. M. RIBAN SATIA 

SADAN PENGEUlLA KEWANGAI 
DAN ASETDAERA~ 

SEKDA 

ASSISTEN 

KABAN 

SEKP.fTARiS 

KABIO 

KASUBDID 

PELAKSANA 
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ASISTENI 

ASISTENII 

ASISTEN Ill 

KABAG 

KASUBAG 

PELAKSANA 

TGL 


